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KEPALA DESA GONDANG KECAMATAN CEPIRING 

KABUPATEN KENDAL 

 

PERATURAN DESA GONDANG 
NOMOR : 1 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  

TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA GONDANG, 
 

 
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa  
menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir 
tahun anggaran; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Gondang  Tahun Anggaran 
2020.   

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
 

 



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5657); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 

12,13,14,dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten fi Jawa Timur/Tengah/Barat 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 4079); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan  
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 

 
 

 
 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321); 
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentuakan Peraturan 
Perundang-undangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan 

di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2091); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Pedoman Tata tirtib dan Mekanisme 
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 6); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 
21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap 

Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor  232); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  611); 

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 
tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1261); 
 

 
 
 



25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1035); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641 ); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal  
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 

Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran daerah 
kabupaten Kendal Nomo 152); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Kendal  

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 
Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran daerah 
kabupaten Kendal Nomo 157); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021  (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 8); 

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E 
Nomor 41); 

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di 

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47); 

32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang 

Penyusunan Peraturan Desa (Berita daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2017 Nomor 35); 

33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 
dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50); 
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 

Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan 
Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30); 

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang 

Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten 
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 

Nomor 76); 
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan 
Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal 

(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 
80 ); 

 
 
 



37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2020 Nomor 38); 

38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2021 Nomor 57 ); 
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap 
Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2021  Nomor 8); 

40. Peraturan Desa Gondang Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Susuna Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa 
Gondang (Lembaran Desa Gondang No. 1 Tahun 2017); 

41. Peraturan Desa Gondang Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Pemakaian Tanah-tanah Desa (Lembaran Desa 

Gondang No. 3 Tahun 2017); 
42. Peraturan Desa Gondang Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain 

yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 
(Lembaran Desa Gondang No. 4 Tahun 2017); 

43. Peraturan Desa Gondang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Daftar Kewenangan Desa berdasarkan asal – usul dan 
Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa 

Gondang Tahun 2018 No.5); 
44. Peraturan Desa Gondang Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 

(Lembaran Desa Gondang Tahun 2020 No.5); 
45. Peraturan Desa Gondang Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun 2021 (Lembaran Desa Gondang Tahun 2021 
No.5); 

 

 

Dengan Kesepakatan  Bersama  

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANG 
dan 

KEPALA DESA GONDANG 
 

MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN DESA GONDANG TENTANG LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2021 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 



4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah 

kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal. 

5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala 
Desa di Daerah. 

9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri 
atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan 
Pelaksana Teknis. 

10. Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah  lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya 

disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan 
pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut 
RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya 
disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh 
Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 

 
BAB II 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Pasal 2 
 

Uraian Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut  :  
 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 2.655.391   
dengan rincian sebagai berikut  :  

 a. Anggaran pendapatan setelah 

perubahan 

Rp  1.615.045.895  

 b. Realisaasi  Rp  1.612.390.504  

 Selisih lebih / (kurang)  Rp   2.655.391    
    

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 39.353.715 dengan 

rincian sebagai berikut  :  



 a. Anggaran belanja setelah 

perubahan 

Rp  1.588.205.991  

 b. Realisaasi  Rp  1.548.852.276  

 Selisih lebih / (kurang)  Rp. 39.353.715 
    

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/difisit sejumlah                          

Rp. (36.698.324) dengan rincian sebagai berikut  :  

 a. Surplus/defisit setelah 

perubahan 

Rp. 26.839.904  

 b. Realisaasi  Rp .63.538.228  

 Selisih lebih / (kurang)  Rp. (36.698.324) 

    
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah             

Rp 1.200.000 dengan rincian sebagai berikut  :  

 a. Anggaran penerimaan 
pembiayaan setelah perubahan 

Rp. 8.160.096  

 b. Realisaasi  Rp. 6.960.096  

 Selisih lebih / (kurang)  Rp. 1.200.000 
 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0 
dengan rincian sebagai berikut  :  

 a. Anggaran pengeluaran 
pembiayaan setelah perubahan 

Rp. 35.000.000  

 b. Realisaasi  Rp. 35.000.000  

 Selisih lebih / (kurang)  Rp. 0 
    

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah                       

Rp. 35.498.324  dengan rincian sebagai berikut  :   

 a. Anggaran pengeluaran 

pembiayaan neto  setelah 
perubahan 

Rp. 0  

 b. Realisasi  Rp. 35.498.324        

 Selisih lebih / (kurang)  Rp. 35.498.324        
    

Pasal 3 

Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari  

:  
 
1. Lampiran  I    Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APBDesaTahun Anggaran 2021; 
2. Lampiran II Catatan atas Laporan Keuangan Desa Tahun 2021 

3. Lampiran  III Laporan Kekayaan  Milik Desa per 31 Desember Tahun 
Anggaran 2021. 

4. Lampiran  IV Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk 

ke desa Tahun Anggaran 2021; 
 

Pasal 4 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini 
 

























 

 

PEMERINTAH DESA GONDANG 

KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL 

 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DESA GONDANG KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL 

TAHUN 2021 

A. INFORMASI UMUM 

Pemerintah Desa Gondang merupakan Desa di Kecamatan Cepiring Kabupaten 

Kendal sesuai dengan Peraturan Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016, 

tanggal 28 Juni 2016, saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Gondang sebagai 

berikut : 

1. Kepala Desa  : KHAERUDIN 

2. Sekretaris Desa  : MUHAMAD FAUZUN 

3. Bendahara Desa  : KHOERUL HUDA 

Kantor Pemerintah Desa beralamat di Jalan Raya Gondang Nomor 13 Cepiring 

Kode Pos 51352. 

B. DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas 

dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di 

Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat 

definitif. 

C. RINCIAN LAPORAN KEUANGAN 

1. Rekonsiliasi SILPA dan KAS 

Silpa Tahun 2021  35.498.324 

Mutasi potongan pajak   

- Saldo Awal Periode Potongan Pajak 

yg belum disetor ke Kas Negara 

0  

- Penerimaan Potongan Pajak tahun 

anggaran berjalan 

0  

- Setoran Pajak ke Kas Negara selama 

tahun anggaran berjalan 

0  

- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak 

yg belum disetor ke Kas Negara 

 0 

- Saldo Kas per 31 Desember 2021  35.498.324 

      



2. Pendapatan Asli Desa 

Pendapatan Asli Desa terdiri dari : 

Pendapatan Asli Desa terdiri dari Anggaran Realisasi (lebih) 

kurang 

a. Hasil Usaha Desa 0 0 0 

b. Hasil asset 214.648.000 213.648.000 1.000.000 

c. Swadaya, partisipasi 0 0 0 

d. Lain-lain PADes yang sah 0 0 0 

Jumlah 214.648.000 213.648.000 1.000.000 

 

3. Dana Desa 

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah 

penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut: 

Dana Desa Anggaran Realisasi (lebih) 

kurang 

a. Tahap I 345.108.400 345.108.400 0 

b. Tahap II 345.108.400 345.108.400 0 

c. Tahap III 172.554.200 172.554.200 0 

Jumlah 862.771.000 862.771.000 0 

 

4. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi 

Daerah adalah sebagai berikut : 

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah 

Anggaran Realisasi (lebih) 

kurang 

Tahap I 108.039.895 108.039.895 0 

 

5. Alokasi Dana Desa (ADD) 

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai 

beikut: 

Alokasi Dana Desa Anggaran Realisasi (lebih) 

kurang 

Tahap I 194.293.500 169.372.635 (24.920.865) 

Tahap II 194.293.500 216.043.809 21.750.309 

Jumlah 388.587.000 385.416.444 (3.170.556) 

 

6. Bantuan Keuangan Provinsi 

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah 

adalah sebagai beikut: 



Bantuan Keuangan Provinsi Anggaran Realisasi (lebih) 

kurang 

RTLH 36.000.000 36.000.000 0 

KPMD 5.000.000 5.000.000 0 

Jumlah 41.000.000 41.000.000 0 

 

7. Bantuan Keungan Kabupaten 

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 

Kendal adalah sebagai 

Bantuan Keuangan Kabupaten Anggaran Realisasi (lebih) 

kurang 

- - - - 

 

8. Pendapatan lain-lain yang sah 

Pendapatan lain-lain terdiri dari: 

Pendapatan lain-lain Anggaran Realisasi (lebih) 

kurang 

- Penerimaan dari hasil 

kerjasama antar Desa 

0 0 0 

- Penerimaan dari hasil 

kerjasama Desa dengan pihak 

ketiga 

0 0 0 

- Penerimaan dari bantuan 

perusahaan yang berlokasi di 

Desa 

0 0 0 

- Hibah dan sumbangan dari 

pihak ketiga 

0 0 0 

- Koreksi kesalahan belanja 

tahun-tahun anggaran 

sebelumnya yang 

mengakibatkan penerimaan di 

kas Desa 

0 1.200.000 (1.200.000) 

- Bunga bank 0 315.165 (315.165) 

- Lain-lain pendapatan yang sah 0 0 0 

Jumlah 0 1.515.165 (1.515.165) 

 

 

 

 

 



9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari 

Belanja bidang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

Anggaran Realisasi (lebih) 

kurang 

- Belanja pegawai 578.310.600 574.566.972 3.743.628 

- Belanja barang dan jasa 159.741.768 144.560.904 1.518.086 

- Belanja modal 10.000.000 0 10.000.000 

 

10. Belanja Bidang Pembangunan Desa 

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari: 

Belanja bidang Pembangunan 
Desa 

Anggaran Realisasi (lebih) 

kurang 

- Belanja barang dan jasa 0 0 0 

- Belanja modal 162.489.400 160.239.400 2.250.000 

Jumlah 162.489.400 160.239.400 2.250.000 

 

11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari: 

Belanja bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan 

Anggaran Realisasi (lebih) 

kurang 

- Belanja barang dan jasa 17.020.623 15.479.000 1.541.623 

- Belanja modal 0 0 0 

Jumlah 17.020.623 15.479.000 1.541.623 

 

12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari: 

Belanja bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan 

Anggaran Realisasi (lebih) 

kurang 

- Belanja barang dan jasa 44.896.000 43.926.000 970.000 

- Belanja modal 0 0 0 

Jumlah 44.896.000 43.926.000 970.000 

13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat, dan Mendesak 

Belanja untuk Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat, dan 

Mendesak, terdiri dari : 

Belanja Bidang Penanggulangan 

Bencana, keadaan Darurat, dan 

Mendesak 

Anggaran Realisasi (lebih) 

/kurang 

- Belanja Tidak Terduga 615.747.600 610.080.000 5.667.600 

    

Jumlah 615.747.600 610.080.000 5.667.600 

 

 



14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi 

Jumlah Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi adalah sebagai berikut : 

Belanja Desa dalam Klasifikasi 

Ekonomi 
Anggaran Realisasi 

(lebih) 

/kurang 

Belanja Pegawai    

Penghasilan Tetap dan 

Tunjangan Kepala Desa 
43.200.000 42.840.000 360.000 

Penghasilan Tetap dan 

Tunjangan Perangkat Desa 
294.165.600 291.355.044 2.810.556 

Jaminan Sosial Kepala Desa 

dan Perangkat Desa 
19.797.000 19.223.928 573.072 

Tunjangan BPD 30.000.000 30.000.000 0 

Tambahan Tunjangan Kepala 

Desa 
60.000.000 60.000.000 0 

Tambahan Tunjangan 

Perangkat Desa 
131.148.000 131.148.000 0 

Jumlah 578.310.600 574.566.972 3.743.628 

    

Belanja Barang dan Jasa    

Belanja Barang Perlengkapan 

Kantor 
69.033.391 64.870.200 4.163.191 

Belanja Jasa Honorarium 46.800.000 46.211.500 588.500 

Belanja Perjalanan Dinas 71.600.000 69.300.000 2.300.000 

Belanja Operasional 

Perkantoran 
18.900.000 9.429.204 9.470.796 

Belanja pemeliharaan 1.000.000 0 1.000.000 

Belanja Barang dan Jasa 

yang Diserahkan ke 

Masyarakat 

39.297.000 38.097.000 1.200.000 

Jumlah 267.510.391 248.787.904 18.722.487 

    

Belanja Modal    

Belanja Modal Pengadaan 

Peralatan Mesin dan Alat berat 
25.000.000 15.000.000 10.000.000 

Belanja Modal Kendaraan 0 0 0 

Belanja Modal Gedung, 

Bangunan dan Taman 
0 0 0 

Belanja Modal 

Jalan/Prasarana Jalan 
0 0 0 

Belanja Modal 

Irigasi/Embung/ 

Drainase/Air Limbah 

101.637.400 100.417,400 1.220.000 

Jumlah 126.637.400 115.417.400 11.220.000 

    

Belanja Tidak Terduga    

Belanja Tidak Terduga 615.747.600 610.080.000 5.667.600 

Jumlah 615.747.600 610.080.000 5.667.600 

 

 

 

 

 



15. Belanja Bidang dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsional) 

Belanja Bidang dalam 

Klasifikasi Sub Bidang 

(Fungsional) 

Anggaran Realisasi 
(lebih) 

/kurang 

Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa 
748.052.368 719.127.876 28.924.492 

Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 
162.489.400 160.239.400 2.250.000 

Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa 
17.020.623 15.479.000 1.541.623 

Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 
44.896.000 43.926.000 970.000 

Bidang Penanggulangan 

Bencana, keadaan Darurat, 

dan Mendesak 

615.747.600 610.080.000 5.667.600 

Jumlah 1.588.205.991 1.548.852.276 39.353.715 

 

16. Pembiayaan 

Jumlah Netto Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut  

 Anggaran Realisasi 
(lebih) 

/kurang 

Penerimaan Pembiayaan 

(SILPA Tahun Sebelumnya) 
8.160.096 6.960.096 1.200.000 

Pengeluaran Pembiayaan 

(Penyertaan Modal) 
35.000.000 35.000.000 0 

Pembiayaan Netto (26.839.904) (28.039.904) 1.200.000 

 

17. Aset Desa 

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut : 

 2020 2021 
(penambahan) 

/pengurangan 

Tanah 11.010.400.000 11.010.400.000 0 

Peralatan dan Mesin 84.350.000 99.350.000 15.000.000 

Gedung dan Bangunan 903.000.000 903.000.000 0 

Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 
4.212.800.000 4.269.800.000 

57.000.000 

Aset Tetap Lainnya 0 0 0 

Konstruksi dalam 

Pengerjaan 
0 0 0 

Aset Tak Berwujud 0 0 0 

Akumulasi Penyusutan 

Aktiva Tetap 
   

Jumlah 16.210.550.000 16.282.550.000 72.000.000 

 

 

 

 





Jenis Nomor Tanggal

1 3 4 5 6 7 8 9 10

I Tanah

1 Tanah Sawah SHP SHP No. 00015 2.01.01.01 1944 141.750.000          Baik

2 Tanah Sawah SHP SHP No. 00016 2.01.01.01 1944 151.600.000          Baik

3 Tanah Sawah SHP SHP No. 00017 2.01.01.01 1944 165.000.000          Baik

4 Tanah Sawah SHP SHP No. 00018 2.01.01.01 1944 159.000.000          Baik

5 Tanah Sawah SHP SHP No. 00019 2.01.01.01 1944 159.600.000          Baik

6 Tanah Sawah SHP SHP No. 00020 2.01.01.01 1944 159.550.000          Baik

7 Tanah Sawah SHP SHP No. 00021 2.01.01.01 1944 156.900.000          Baik

8 Tanah Sawah SHP SHP No. 00022 2.01.01.01 1944 102.550.000          Baik

9 Tanah Sawah SHP SHP No. 00023 2.01.01.01 1944 101.650.000          Baik

10 Tanah Sawah SHP SHP No. 00024 2.01.01.01 1944 133.000.000          Baik

11 Tanah Sawah SHP SHP No. 00025 2.01.01.01 1944 133.400.000          Baik

12 Tanah Sawah SHP SHP No. 00026 2.01.01.01 1944 120.950.000          Baik

13 Tanah Sawah SHP SHP No. 00027 2.01.01.01 1944 163.150.000          Baik

14 Tanah Sawah SHP SHP No. 00028 2.01.01.01 1944 190.850.000          Baik

15 Tanah Sawah SHP SHP No. 00029 2.01.01.01 1944 264.850.000          Baik

16 Tanah Sawah SHP SHP No. 00030 2.01.01.01 1944 191.100.000          Baik

17 Tanah Sawah SHP SHP No. 00031 2.01.01.01 1944 148.100.000          Baik

18 Tanah Sawah SHP SHP No. 00032 2.01.01.01 1944 84.650.000            Baik

19 Tanah Sawah SHP SHP No. 00033 2.01.01.01 1944 183.900.000          Baik

20 Tanah Sawah SHP SHP No. 00034 2.01.01.01 1944 124.450.000          Baik

21 Tanah Sawah SHP SHP No. 00035 2.01.01.01 1944 124.000.000          Baik

22 Tanah Sawah SHP SHP No. 00036 2.01.01.02 1944 21.700.000            Baik

23 Tanah Sawah SHP SHP No. 00037 2.01.01.02 1944 108.750.000          Baik

24 Tanah Sawah SHP SHP No. 00038 2.01.01.02 1944 63.950.000            Baik

25 Tanah Sawah SHP SHP No. 00039 2.01.01.01 1944 251.700.000          Baik

26 Tanah Sawah SHP SHP No. 00040 2.01.01.01 1944 164.600.000          Baik

Keterangan

2

PEMERINTAH DESA GONDANG

KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL

RINCIAN ASET TETAP DESA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021

No
Klas Aset dan Nama/Identitas 

Aset Tetap

Bukti Kepemilikan
Kode Aset tetap

Tahun 

Perolehan
Nilai Perolehan

Kondisi 

Aset Tetap



Jenis Nomor Tanggal

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Keterangan

2

No
Klas Aset dan Nama/Identitas 

Aset Tetap

Bukti Kepemilikan
Kode Aset tetap

Tahun 

Perolehan
Nilai Perolehan

Kondisi 

Aset Tetap

27 Tanah Sawah SHP SHP No. 00041 2.01.01.01 1944 163.900.000          Baik

28 Tanah Sawah SHP SHP No. 00042 2.01.01.01 1944 162.050.000          Baik

29 Tanah Sawah SHP SHP No. 00043 2.01.01.01 1944 171.450.000          Baik

30 Tanah Sawah SHP SHP No. 00044 2.01.01.01 1944 163.100.000          Baik

31 Tanah Sawah SHP SHP No. 00045 2.01.01.01 1944 163.700.000          Baik

32 Tanah Sawah SHP SHP No. 00046 2.01.01.01 1944 163.900.000          Baik

33 Tanah Sawah SHP SHP No. 00047 2.01.01.01 1944 163.650.000          Baik

34 Tanah Sawah SHP SHP No. 00048 2.01.01.01 1944 162.900.000          Baik

35 Tanah Sawah SHP SHP No. 00049 2.01.01.01 1944 161.000.000          Baik

36 Tanah Sawah SHP SHP No. 00050 2.01.01.02 1944 55.950.000            Baik

37 Tanah Sawah SHP SHP No. 00051 2.01.01.02 1944 58.200.000            Baik

38 Tanah Sawah SHP SHP No. 00053 2.01.01.01 1944 150.350.000          Baik

39 Tanah Sawah SHP SHP No. 00054 2.01.01.01 1944 34.750.000            Baik

40 Tanah Sawah SHP SHP No. 00055 2.01.01.02 1944 106.450.000          Baik

41 Tanah Sawah SHP 2.01.01.01 1944 100.000.000          Baik

42 Tanah Sawah SHP SHP No. 0010 2.01.01.01 1944 353.450.000          Baik

43 Tanah Sawah SHP SHP No. 0009 2.01.01.00 1944 62.850.000            Baik

44 Tanah Sawah SHP SHP No. 0008 2.01.01.01 1944 397.300.000          Baik

45 Tanah Sawah SHP 2.01.01.01 1944 443.400.000          Baik

46 Tanah Sawah SHP SHP No. 0005 2.01.01.01 1944 562.750.000          Baik

47 Tanah Sawah SHP SHP No. 0004 2.01.01.01 1944 157.400.000          Baik

48 Tanah Sawah SHP 2.01.01.01 1944 771.900.000          Baik

49 Tanah Sawah SHP 2.01.01.00 1944 324.300.000          Baik

50 Tanah Darat SHP SHP No. 00052 2.01.01.00 1944 2.185.000.000       Baik

Jumlah 11.010.400.000    

II Peralatan Mesin dan Alat berat

1 Laptop Acer 1 02.06.02.01.01 2010 5.000.000              Sedang

2 Laptop Acer 2 02.06.02.01.01 2010 5.000.000              Rusak

3 PC Komputer 3 02.06.02.01.01 2016 6.000.000              Baik

4 Molen Herkules 4 02.06.02.01.01 2016 15.000.000            Baik



Jenis Nomor Tanggal

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Keterangan

2

No
Klas Aset dan Nama/Identitas 

Aset Tetap

Bukti Kepemilikan
Kode Aset tetap

Tahun 

Perolehan
Nilai Perolehan

Kondisi 

Aset Tetap

5 AC Nasional 5 02.06.02.01.01 2016 4.000.000              Baik

6 Printer Canon 180 6 02.06.02.01.01 2016 1.400.000              Rusak

7 LCD Proyektor 7 02.06.02.01.01 2016 6.000.000              Baik

8 Laptop Lenovo corei 5 8 02.06.02.01.01 2017 9.000.000              Baik

9 Laptop Lenovo corei3 9 02.06.02.01.01 2017 6.000.000              Baik

10 Printer Canon 180 10 02.06.02.01.01 2017 1.450.000              Rusak

11 AC LG 11 02.06.02.01.01 2018 5.000.000              Baik

12 Printer Epsom 5330 12 02.06.02.01.01 2019 3.000.000              Baik

13 Kulkas 13 02.06.02.01.01 2019 3.000.000              Baik

14 Printer Epson L1330 14 02.06.02.01.01 2020 2.250.000              Baik

15 Laptop Acer corei5 15 02.06.02.01.01 2021 15.000.000            Baik

Jumlah 69.850.000          

III Kendaraan

1 Motor Kaze R 1 3.02.01.04 2003 12.500.000            Baik

2 Motor Yamaha 2 3.02.01.04 2010 17.000.000            Baik

Jumlah 29.500.000          

IV Gedung dan Bangunan

1 Gedung TK 2 4.01.01.09 2007 250.000.000          Baik

2 Gedung Balai Desa 1 4.01.01.08 2010 750.000.000          Baik

3 Gedung Paud 3 4.01.01.09 2019 153.000.000          Baik

Jumlah 903.000.000        

V Jalan

1 Gang Mekarsari 2 1 04.13.01.04.02 2010 60.000.000            Rusak

2 Gang Tulus 2 04.13.01.04.02 2013 200.000.000          Baik

3 Gang Tunggulsari 3 04.13.01.04.02 2014 200.000.000          Baik

4 Gang Tunggulsari 1 4 04.13.01.04.02 2014 53.000.000            Baik

5 Gang Terampil 5 04.13.01.04.02 2014 150.000.000          Baik

6 Gang Rajin 6 04.13.01.04.02 2015 156.000.000          Baik



Jenis Nomor Tanggal

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Keterangan

2

No
Klas Aset dan Nama/Identitas 

Aset Tetap

Bukti Kepemilikan
Kode Aset tetap

Tahun 

Perolehan
Nilai Perolehan

Kondisi 

Aset Tetap

7 Gang Jujur 7 04.13.01.04.02 2015 70.000.000            Rusak

8 Gang Hemat 8 04.13.01.04.02 2015 30.000.000            Baik

9 Gang Ghozali 9 04.13.01.04.02 2015 30.000.000            Baik

10 Gang Tulus 2 10 04.13.01.04.02 2015 76.000.000            Baik

11 Gang Mekarsari 3 11 04.13.01.04.02 2015 70.000.000            Baik

12 Gang Kimangun S 12 04.13.01.04.02 2015 90.000.000            Baik

13 Gang Mekarsari 4 13 04.13.01.04.02 2016 110.000.000          Baik

14 Gang Mekarsari 5 14 04.13.01.04.02 2016 70.000.000            Baik

15 Gang K. Hasan 15 04.13.01.04.02 2016 100.000.000          Baik

16 Gang Tulus 1 16 04.13.01.04.02 2016 126.000.000          Baik

17 Gang Terampil 1 17 04.13.01.04.02 2016 126.000.000          Baik

18 Gang K. Hasan 1 18 04.13.01.04.02 2017 57.000.000            Baik

19 Gang Terampil 2 19 04.13.01.04.02 2017 73.000.000            Baik

20 Gang Tenteram 20 04.13.01.04.02 2018 57.000.000            Baik

21 Jalan Usaha Tani Silayur 21 04.13.01.04.02 2018 170.375.000          Baik

22 Gang Tunggulsari 2 22 04.13.01.04.02 2019 53.000.000            Baik

23 Gang Tunggulsari 3 23 04.13.01.04.02 2019 34.000.000            Rusak

24 Jalan Usaha Tani Silayur 24 04.13.01.04.02 2018 170.375.000          Baik

Jumlah 2.331.750.000      

VI Jembatan

1 Gorong-gorong RT.4/3 1 04.13.01.05.02 2012 5.600.000              Baik

2 Gorong-gorong RT.5/3 2 04.13.01.05.02 2014 6.800.000              Baik

3 Gorong gorong RT.1/5 3 04.13.02.04.01 2015 6.000.000              Baik

4 Gorong-gorong RT.1/3 4 04.13.01.05.02 2015 7.300.000              Baik

5 Gorong Jalan Poros 5 04.13.02.04.01 2016 7.500.000              Baik

6 Gorong-gorong RT.2/2 6 04.13.02.04.01 2019 12.750.000            Baik

Jumlah 33.550.000          

VII Irigasi/ Draenase

1 Irigasi Blok Mijen 1 04.13.01.05.02 2012 200.000.000          Baik







 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  

(BPD) 
DESA GONDANG KECAMATAN CEPIRING 

Alamat : Jalan Raya Gondang No.13 Cepiring 

 

 

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 

DESA GONDANG KECAMATAN CEPIRING 

KABUPATEN KENDAL 

NOMOR : 140/1/I/2022 

TENTANG 

 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA                 

 TAHUN  ANGGARAN 2021  

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANG, 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa  

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir 

tahun anggaran; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu 

menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa  Tahun 2020; 

c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud 

huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan 

disepakati   bersama antara kepala desa dan BPD tentang 

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun 2021; 

d. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan 

dengan Keputusan BPD. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) 

 

 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5657); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 

12,13,14,dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten fi Jawa Timur/Tengah/Barat 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 4079); 

 

 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Perubahan  Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentuakan Peraturan Perundang-

undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 199); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2091); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Tata tirtib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 159); 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 160); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 6); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 



21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap 

Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor  232); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor  611); 

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1203); 

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1261); 

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641 ); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal  (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E 

No.1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal 

Nomo 152); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah daerah Kabupaten Kendal  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, 

Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal Nomo 

157); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 8); 

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E 

Nomor 41); 

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di 

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47); 

32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang 

Penyusunan Peraturan Desa (Berita daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2017 Nomor 35); 

 



33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50); 

34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 

2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan 

Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30); 

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang 

Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten 

Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 

Nomor 76); 

36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran 

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 80 ); 

37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2020 Nomor 38); 

38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2021 Nomor 57 ); 

39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap 

Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2021  Nomor 8); 

40. Peraturan Desa Gondang Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Susuna Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa 

Gondang (Lembaran Desa Gondang No. 1 Tahun 2017); 

41. Peraturan Desa Gondang Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pemakaian Tanah-tanah Desa (Lembaran Desa Gondang 

No. 3 Tahun 2017); 

42. Peraturan Desa Gondang Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang 

sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran 

Desa Gondang No. 4 Tahun 2017); 

43. Peraturan Desa Gondang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Daftar Kewenangan Desa berdasarkan asal – usul dan 

Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa 

Gondang Tahun 2018 No.5); 

44. Peraturan Desa Gondang Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 

(Lembaran Desa Gondang Tahun 2020 No.5); 

 

 





BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 

Nomor :     1    /DS-GONDANG/2022 

Nomor :     1  /BPD -GONDANG /2022 

 

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  

DESA GONDANG 

 

TENTANG 

 

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021 

 

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Januari  Tahun Dua Ribu Dua 

puluh  dua  kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

1. KHAERUDIN : Kepala Desa Gondang dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah 

Desa Pemantang selanjutnya disebut PIHAK 

PERTAMA 

 

2. RUBAI : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa 

Gondang dalam hal ini bertindak untuk dan 

atas nama Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Desa Gondang  selanjutnya disebut 

PIHAK KEDUA 

Menyatakan bahwa  

 

1.  PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Laporan Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 

yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan 

sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini 

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan 

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir 

Berita Acara ini 

3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan 

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana 

tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 

sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. 

 





BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA 

 

PEMBAHASAN BPD TERHADAP LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

 TAHUN ANGGARAN 2021 

 

Pada hari ini Senin  tanggal tujuh belas Tahun Dua ribu dua puluh dua, 

bertempat di desa Gondang  , Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal  dengan 

dihadiri  oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan 

perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang 

Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Laporan Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil 

musyawarah dengan para peserta sebagai berikut : 

A. Menyepakati Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut 

  

1. Pendapatan Desa 

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                     

Rp. 2.655.391   dengan rincian sebagai berikut  :  

Anggaran pendapatan setelah 

perubahan 

Rp  1.615.045.895  

Realisaasi  Rp  1.615.045.895  

Selisih lebih / (kurang)  Rp   2.655.391    

2. Belanja Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/difisit sejumlah                          

Rp. (36.698.324)dengan rincian sebagai berikut  :  

         Surplus/defisit setelah    perubahan Rp. 26.839.904  

         Realisaasi  Rp. 63.538.228  

Selisih lebih / (kurang)  Rp   (36.698.324) 

 

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 39.353.715 dengan 

rincian sebagai berikut  :  

Anggaran belanja setelah 

perubahan 

Rp  1.588.205.991  

Realisaasi  Rp  1.548.852.276  

Selisih lebih / (kurang)  Rp. 39.353.715 








